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PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah,|perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi sierta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; |

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahl.im 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di
Djawa (Lembaran Negara RepublilJ Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lif:mba_ran Negara
Republik Indonesia Nomor 551});

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran | Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor |9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran |Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);




quetapkan

tx.'.‘a!—llc,
) &

l]am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Pekalongan.

Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamddya Daerah Tingkat
I Pekalongan, Kabupaten erah Tingkat 1II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran | Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah engan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintalh Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah |(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1910);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekalongan (Lembaran Daerah | Kota Pekalongan
Tahun 2016 Nomor 5) sebagah?:ana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota qualongan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubah Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daeral:l Kota Pekalongan

(Lembaran Daerah Kota Pekalonigan Tahun 2020
Nomor 3); ‘

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara




Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan.
Walikota adalah Walikota Pekalongan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pekalongan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatpn fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
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BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1] Sekretariat DPRD adalah unsur pendﬁkung kelancaran |pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta wewenang DPRD.
(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara
teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
! Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas: |
a. | Sekretaris DPRD;
b. | Bagian Umum dan Keuangan
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
| 2. Subbagian Umum. |
c. | Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
| 1. Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan
2. Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi. |
d. | Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
| 1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan |
' 2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan.
e | Kelompok Jabatan Fungsional.

. - Pasal 4 '

Bagan susunan organisasi Sckretariat DPRD sebagaimanal dimaksud dalam
Fasfal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian|tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
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BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretaris DPRD

Pasal 5

kretaris DPRD  mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan

administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian |rencana program,

ke
ke

giatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja perta administrasi
uangan dan pengoordinasian penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi

DPRD di bidang legislasi dan bidang penganggaran dan pengawasan.

Dé

a.
b.
C.

Pasal 6

ilam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretaris
DFRD menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penetapan sasaran, program bidang sei(retaﬂat DPRD;
perumusan kebijakan bidang sekretariat DPRD,;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang administrasi
umum dan perencanaan program serta keuangan,;

pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi DPED bidang legislasi;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungrn DPRD bidang
penganggaran dan pengawasan,

pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayana‘[n (SP);
pengarahan pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja
(ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);

pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembin , pengevaluasian,
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

| pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang,

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 7 |

[1} Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang| Kepala Bagian

vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah Tlan bertanggung
jawab kepada Sekretaris DPRD.

(2)| Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas mpnyclenggarakan

 program serta keuangan DPRD. |

dukungan tugas dan fungsi bidang administrasi umum dan perencanaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam IPasal 7 ayat (2],
Bag,ilan Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

oo op

perumusan program kerja bidang umum dan keuangarn, |
perumusan bahan kebijakan bidang umum dan keuangah;
penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
penyelenggaraan pengelolaan administrasi keanggotaarn DPRD;




penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan peningkatan| kapasitas anggota
DPRD;

penyelenggaraan pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan
DPRD;

penyelenggaraan penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga
DPRD;

penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
DPRD;

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung
jawab DPRD;

penyelenggaraan penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
penyelenggaraan  pengevaluasian bahan  perencanaan  anggaran
Sekretariat DPRD;
penyelenggaraan verifikasi perencanaan kebutuhap rumah tangga
Sekretariat DPRD;
penyelenggaraan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan
Sekretariat DPRD;
pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRE—.
penyelenggaraan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat
DPRD; |

penyelenggaraan pengevaluasian laporan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD; |

pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat
DPRD;

penyelenggaraan pengevaluasian pengadministrasiaq dan akuntansi
keuangan Sekretariat DPRD;

penyelenggaraan penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat
DPRD; {

pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB], Analisis Beban

| Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);

ad.

(2)| Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

| perencanaan dan pelaporan Standar Operasional PmTedur (SOP} dan/

| atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelapqmran pelaksanaan
| kegiatan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh plmpmz#n sesual dengan
| bidang tugas dan fungsinya. |

| Paragraf 1

Subbagian Program dan Keuangan |
Pasal 9

(1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh |5e0rang Kepala

Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

a. menyusun rencana kegiatan bidang program dan keuangan,
b. menyusun bahan kebijakan bidang program dan keuangan;
c. menyusun bahan perencanaan;




(1]

(2)
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. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keual

menyvusun Rencana Kegiatan Anggaran
Pelaksanaan Anggaran(DPA) baik murni maupun p
menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga
menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan s
menyusun perencanaan verifikasi keuangan,;

melaksanakan koordinasi kepada Pejabat Pelaksan

(RKA)

dan Dokumen

erubahannya;
DPRD;

ekretariat DPRD;

1241,
a Teknis Kegiatan

(PPTK), Bendahara dan pembantu Pejabat Pemeriks
untuk pengajuan Surat Perintah Pembayaran

a Keuangan (PPK)
(SPP) dan Surat

Perintah Membayar (SPM) Uang Persedian dan/atau Ganti Uang (GU)

dan/atau Tambahan Uang dan/atau Langsung (LS)

melaksanakan verifikasi perencanaan kebutuhan ry

melaksanakan verifikasi kebutuhan perlengkapan
menyusun perencanaan penatausahaan keuangan;

. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keu

melaksanakan koordinasi kepada Pejabat Pelaksan
(PPTK), dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja

mah tangga;
kretariat DPRD,

angan;
2 Teknis Kegiatan
dan pertanggung

jawaban keuangan;

melaksanakan pengelolaan keuangan
Sekretariat DPRD;

menganalisis laporan keuangan dan laporan Kinerja

menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
dan |

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan,

Pimpinan, Anggota dan

Paragraf 2

Subbagian Umum |

Pasal 10

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbdlrgian yang dalam
' melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Umum mempunyai tugas: |

a.
b.
C.

menyusun rencana kegiatan bidang umum; ,

menyusun bahan kebijakan bidang umum; |.

melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Eﬁckretariat DPRD
dan pimpinan DPRD;
melaksanakan kearsipan;
menyusun rencana Kerja
administrasi kepegawaian;
menyusun bahan administrasi kepegawaian;

menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;

operasional kegia.ran pelayanan

. menyusun bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan

dan formasi pegawai;
melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor
komplek Sekretariat DPRD;
melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan halaman dan taman di
komplek Sekretariat DPRD;




k, melaksanakan pengaturan dan pengelolaan kdamanan komplek
Sekretariat DPRD;

1. melaksanakan fasilitasi penyiapan tempat dan Larana rapat dan
pertemuan;

m. melaksanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan
sekretariat DPRD;

n. melaksanakan pendistribusian dan pengaendalian bahan
perlengkapan;

0. melaksanakan perencanaan pemeliharaan alat-alat|perlengkapan;

p. melaksanakan pengelolaan barang untuk keperluan DPRD dan
Sekretariat DPRD;

q. melaksanakan pengaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan
bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;

r. melaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para
pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;

t. melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan |Analisis Jabatan
(ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);

u. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

| dan

v. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatar.

| Bagian Ketiga -
Bagian Persidangan dan Perundang—undang?n

' Pasal 11 -

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang
| Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. '

(2] Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mepun}rm’ tugas

| menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi DPRD di bidang legislasi.

Pasal 12 '
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan program kerja bidang persidangan dlan perundang-
| undangan;
b.| perumusan bahan kebijakan bidang persidangan c{lan perundang-
undangan; |
c. | penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
d. | penyelenggaraan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan
| daerah; .
e. | penyelenggaraan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf
Raperda inisiatif; |
f. |pen}.relenggaraan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan
peraturan perundang-undangan; 1
perumusan bahan draf Rancangan Peraturan Daerah (R
penyelenggaraan fasilitasi persidangan;
penyelenggaraan penyusunan risalah rapat;
pengoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperdal;

erda) Inisiatif;

i 2




(1)

(2)

= 0

. penyelenggaraan hubungan masyarakat;

penyelenggaraan verifikasi, pengoordinasian dan| evaluasi Daftar
Inventaris Masalah (DIM);

penyelenggaraan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;

penyelenggaraan publikasi;
penyelenggaraan keprotokolan;
perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/
atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya,

pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelappran pelaksanaan
kegiatan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Kajian Perundang-undangan

Pasal 13

Subbagian Kajian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya beragda di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan.
Subbagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas:
menyusun rencana kegiatan bidang kajian perundang-undangan;
menyusun bahan kebijakan bidang kajian perundan%-undangan;
melaksanakan kajian perundang-undangan;
menyusun konsep bahan penyusunan Naskah Akademlk
menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
menyusun konsep bahan penyiapan draf Peraturan Daerah (Perda)
inisiatif; .
menyusun bahan pembahasan Peraturan Daerah (Perda);
menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM); EJJI
i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional
Prosedur {SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bldang tugasnya;
dan
j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kf:giatm']i.

= B -AR -

Paragraf 2 |
Subbagian Persidangan, Risalah dan Publil-;e‘si

Pasal 14 ‘

Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian P’.ermdangan dan
Perundang-undangan.
Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi mempunyal tugas:
a. menyusun rencana Kegiatan bidang persidangan, risalah dan
publikasi;
b. menyusun bahan kebijakan bidang persidangan, risalah dan
publikasi;
menyusun perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang,
menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat,
e. menyusun materi dan/ atau/bahan rapat DPRD;

AP




(1)

2)

melaksanakan fasilitasi rapat-rapat DPRD;
menyusun bahan rancangan Rencana Kerja DPRD;
menyusun bahan komunikasi dan publikasi; -
menyusun bahan administrasi kunjungan kerja DPRD;
menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
menyusun rencana kegiatan DPRD;
menyusun rencana keprotokolan pimpinan DPRD;
. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Stgndar Operasional

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP)| bidang tugasnya;
dan

n., mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatai

= i S

=
#

Bagian Keempat
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 15

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas
menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi DPRD di bidang
penganggaran dan pengawasarn.

Pasal 16

!
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),

a.

B:lslgian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelengfarakan fungsi:

perumusan program kerja bidang fasilitasi penganggaran dan
pengawasan, '

perumusan bahan kebijakan bidang fasilitasi penganggaran dan
pengawasan; T
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran \Sementara (KUA
PPAS) dan/ atau Kebijakan Umum Perubahan Anggara_? Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUPA PPAS);

penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan kourdine{si Pembahasan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD] danj/atau Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP);

penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan knordine{si pembahasan
Rancangan  Peraturan Daerah  (Raperda) pcrt';anggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APE%D];
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan

' laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan
laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah;

penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Kcuangan
Republik Indonesia; 1
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koor

masyarakat;
penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam
rangka pengawasan;

inasi aspirasi




(1)

@)

penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan
penegakan kode etik DPRD;
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan
pengawasan penggunaan anggaran;
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan
pelaksanaan kebijakan;
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pJ}n}rusunan pokok-
pokok pikiran DPRD;
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan
kerjasama daerah;
perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Pmrsedur (SOP) dan/
atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelappran pelaksanaan
kegiatan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpingn sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Fasilitasi Penganggaran

Pasal 17

Subbagian Fasilitasi Penganggaran dipimpin oleh | seorang Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bf:rﬂt%&l. di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan.

Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas: |

a. menyusun rencana kegiatan bidang fasilitasi penganggaran;

b. menyusun bahan kebijakan bidang fasilitasi penganggaran;

¢. menyusun perencanaan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan/ atau/
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUPA PPAS);

d. menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
(APBDP);

e. menyusun bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) pertangungjawaban pelaksanaan Angga'[ran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD];

f. menyusun bahan pembahasan laporan sﬂmeste} pertama dan
prognosis enam bulan berikutnya,; '

g, menyusun bahan pembahasan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepala daerah;

h. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

|i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Stan:tlar Operasional

Prosedur {SOP) dan/ atau Standar Pclayanan (SP) hidang tugasnya,
dan
j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.




Paragraf 2
Subbagian Fasilitasi Pengawasan

Pasal 18

(1) Subbagian Fasilitasi Pengawasan dipimpin oleh| seorang Kepala

Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berdda di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan

Pengawasan.

Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan bidang fasilitasi pengawasan;

b. menyusun bahan kebijakan bidang fasilitasi pengawasan;

c. melaksanakan kajilan ulang rumusan rapat| dalam rangka
pengawasan;
menyusun bahan rapat-rapat internal DPRD;
menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
melaksanakan fasilitasi reses DPRD;
menyusun perencanaan kegiatan hearing/ dialog dengan pejabat
pemerintah dan masyarakat;
menganalisis data dan/ atau bahan dukungan jaringan aspirasi;
menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;

. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional

| Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

dan
n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kf:giatarﬁ.
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Bagian Kelima |
Kelompok Jabatan Fungsional

I Pasal 19 |

(1) | Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) | Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
| terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
' dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) | Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diTaksud pada ayat

(1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) | Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
| ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
| undangan, r

(5] | Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
' dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. |

(6) | Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan

kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirq‘al-:sud ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undgangan.

(7) |Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas ddn bertanggung

jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian dan / atau Kepala

Subbagian sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.




BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD wajib menerapkan prinsip
oordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan
orizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain
suai dengan tugasnya

Pasal 21

(1} Sekretaris DPRD wajib mengawasi bawahan dan me¢ngambil langkah-
langkah yvang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
(2} Sekretaris DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk|bagi pelaksanaan
tugas bawahan.
(3) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian masing-masing bertanggung jawab
memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk kepada bawahannya
serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang
jabatannya masing-masing.

Pasal 22

(1) Setiap pimpinan pada Sekretariat DPRD wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan

| masing-masing,
{2? Setiap laporan yang diterima dapat diolah dan diperlgunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

| petunjuk kepada bawahan masing-masing.
(3) Setiap laporan Sekretariat DPRD tembusannya dapat disampaikan kepada
perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

| BAB V |
| KETENTUAN LAIN LAIN

| Pasal 23

Uﬁajan tugas Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota tersendiri.
|
| BAB VI ; |
KETENTUAN PERALIHAN

| Pasal 24 |

Pejabat yang ada pada Sekretariat DPRD tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru
berdasarkan Peraturan Walikota ini. |

|




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

s

Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomc
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Reraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundar

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pegraturan Walikota
Pekalongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

r 66), dicabut dan

igkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Pe

Cap
Ttd

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 November 2020

éEKRE’I‘J}‘R S DAERAH
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angan Peraturan
ota Pekalongan.

ngan

pada tanggal 30 Noyember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

! M. SAELANY MACHFUDZ

‘ BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 J\IDMDE 67
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